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8.1 Kesimpulan 

BAB VIII 

PENUTUP 

Setiap daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah 

yang diatur dengan undang-undang. Kabupaten merangin merupakan salah satu 

kabupaten yang dalam proses pembangunannya mengalami kemajuan dan 

perkembangan yang cukup signifikan, pemberdayaan dan pembangunan menuju 

terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, 

Pemerintahan kabupaten Merangin sudah mulai berpikir untuk masa yang 

akan datang, karena saat ini lokasi kantor bupati sudah tidak bisa dikembangkan 

dikarenakan lokasi yang sempit berdekatan dengan rumah sakit umum maka dari 

itu dilakukannya pemindahan kantor bupati ketempat yang lebih luas. Bangunan 

Kantor Pemerintah berupa kantor Bupati ini ditujukan untuk mewadahi berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pelaksanaan 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Bangunan kantor yang memadai 

diharapkan dapat menciptakan sistem atau mekanisme kinerja instansi 

pemerintah yang lebih terintegrasi dan menyeluruh, mewujudkan pola layanan 

pada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, kantor pemerintah harus mampu 

mencerminkan suatu lambang kedudukan pusat pemerintahan. 
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